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Saat ini sistem pemerintahan bergeser kearah menguatnya lembaga legislatif,
peluang bagi pengelolaan kekuasaan yang lebih akuntabel terbuka bagi DPR dan
harapan membangun pemerintahan dengan check and balances dapat terwujud.
Sayangnya amanah reformasi yang memberdayakan DPR malah digunakan untuk
mencari keuntungan pribadi dengan penyalahgunaan kekuasaan menghambat
fungsi legislatif yaitu Legislasi, Representasi dan Legitimasi. Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) terhadap keterwakilan anggotanya di DPRD Provinsi Lampung.
Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi
penelitian berada di DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Lampung kec.
Rajabasa, kota Bandar Lampung. Teknik sampel yang digunakan yaitu purposive
sampling. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data: wawancara dan
dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah
menetapkan berbagai mekanisme pengawasan yang cukup baik terhadap
kadernya duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung. Pengawasan yang
dilakukan PKS berada pada 4 tahapan yaitu 1) PKS memantau dan meninjau
setiap orang yang berpotensi sebagai kader, PKS hanya memilih orang-orang
dengan kualitas keagamaan dan kapasitas intelektual yang baik. 2) pengawalan
kader-kader yang akan melakukan kampanye  terhadap masyarakat. 3)
Pengawasan partai terhadap kader melalui fraksi yang ada di dewan. 4)
Pengawasan partai terhadap kader melalui komunikasi antara Fraksi dan DPW.
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